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ABSTRACT 
This research aim to know is it accessibility of financial statements, the 
system of financial accounting areas, and the system of internal control toward 
accountability of management financial areas on OPD in Wonogiri regency. This 
research use quantitative method with research presentation result in the form of 
digit numbers which were then described and interpreted within a description, to 
verify the hypothesis. 
As for become research object was parties that involved within compiler of 
financial report area toward each OPD in Wonogiri regency. The data that have 
been use in this research was primary data obtained by questionnaire which fill by 
the respondents. The sample in this research was 43 data taken by purposive 
sampling method. The equipment that have been use in this research by binary 
linear regression analysis. 
The testing result said that variable accessibility of financial system and 
intern control system not influence toward accountability financial management, 
meanwhile the system of financial accounting areas has influence toward 
accountability management of financial area in OPD of Wonogiri Regency. 
 
Keywords: accessibility of financial system, the system of financial accounting 
areas, and intern controling system, accountability management of 
financial area. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aksesibilitas laporan 
keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di kabupaten 
Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan penyajian 
hasil penelitian dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan 
diinterpretasikan dalam suatu uraian, guna menguji hipotesis. 
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang 
terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah pada masing-masing OPD di 
Kabupaten Wonogiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer yang diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner. Sampel dalam 
penelitian ini yaitu 43 yang diambil dengan metode purposive sampling. Alat 
yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil pengujian menyatakan bahwa variabel aksesibilitas laporan 
keuangan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Wonogiri. 
Kata kunci :aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, 
dan sistem pengendalian intern, akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Transparansi dan akuntabilitas  keuangan publik di Indonesia merupakan isu 
yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini 
disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga 
menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Hehanusa, 2015). 
Masyarakat di Indonesia menuntut agar pemerintahan mampu mengelola 
otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. 
Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
Demi terciptanya hal tersebut pemerintah harus mampu menyediakan semua 
informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik (Superdi, 
2017). 
Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai fenomena yang terjadi saat 
ini mengenai akuntabilitas keuangan yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak financial yang 
mengakibatkan kerugian pada laporan keuangan pemerintah, serta  penyimpangan 
dana dan anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan (Ichlas, Hasan Basri, 
2014). Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya fenomena tersebut di 
Indonesia adalah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. 
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Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang 
sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan 
modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup 
sebagaimana yang diperlihatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Trans 
parancy International (TI) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 
(www.transparency.org). 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan 
keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait kegagalan maupun 
keberhasilannya sebagai bahan evaluasi (Saragih, 2015). 
Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan Negara (pusat dan daerah). Dimana pemerintah harus 
mampu menyediakan  semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan 
terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat Akibatnya, 
pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan Negara pusat dan daerah (Hehanusa, 2015). 
Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan maka harus 
diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah. Faktor pertama Aksesibilitas laporan keuangan. Menurut (Wahyuni, 
Sulindawati, dan Herawati, 2014) Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan 
kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan 
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keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada 
pemerintah untuk mengelola keuangan berhak mendapatkan informasi keuangan 
pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. 
Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat 
kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang 
memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas 
pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). 
Menurut Fauziyah dan Handayani (2017) agar informasi yang disampaikan 
dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan Aksesibilitas Laporan 
Keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga 
memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan 
keuagan dengan mudah. 
Faktor kedua yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah adalah Sistem akuntansi keuangan daerah. karena baik buruknya laporan 
keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan  daerah. 
Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan 
yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta 
memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas 
dana (Superdi, 2017). 
Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi 
proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian 
keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Akuntansi 
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keuangan pemeritah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang 
mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan 
daerah (Lily, 2015). 
Faktor lainnya yaitu Sistem Pengendalian Intern. Menurut Peraturan 
perundang-undangan No. 60 Tahun 2008 di bidang keuangan negara membawa 
implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan 
transparan. Maka peyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, 
harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efesien dan efektif. 
Asfiryati (2017) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah 
proses integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi meliputi kegitan yang efektif, efisien, 
kehandalan laporan keuangan, pengamatan aset negara, ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan No. 60 Tahun 2008. 
Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan 
terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan 
kepercayaan stakeholders. Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang 
baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip 
akuntabilitas dan transparansi yang tepat di masing-masing SKPD (E. W. Sari, 
2017). 
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Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan antara lain penelitian Superdi (2017) dan Sari (2017) 
Aksesibilitas, Sistem akuntansi keuangan daerah dan Sistem pengendalian intern 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian Lily (2015) 
Menunjukkan bahwa secara parsial sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas 
laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah.  
Penelitian Ichlas, Basri, dan Arfan (2014) menunjukan sistem pengendalian 
intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap 
akuntabilitas keuangan Pemerintah. Soleha (2014) melakukan penelitian terkait 
dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dengan menguji hubungan sistem 
akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan hasilnya 
membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan. 
Selanjutnya, penelitian Asfiryati (2017) menunjukan bahwa Penerapan 
sistem akuntansi keuangan daerah dan Penyajian laporan keuangan, berpengaruh 
tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem 
pengendalian intern sebagai mediasi atau variabel intervening. Hasil penelitian 
Rozi, Ibrahim, dan Abdullah (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dipengaruhi oleh Pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan satuan 
kerja perangkat kabupaten, keterampilan, dan pengawasan internal. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Superdi (2017) dengan 
menambahkan variabel Sistem pengendalian intern dari penelitian Sari (2017). 
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terdapat hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu 
lokasi penelitian, jika penelitian sebelumnya dilakukan pada Pemerintah 
Kabupaten Sijunjung, penelitian ini mengambil penelitian pada Organisasi 
Perangkat Daerah  Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena yang terjadi di Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten wonogiri ini menjadi menarik untuk 
diteliti, karena terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK) Badan Pemeriksa 
Keuangan terhadap LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2014, mendapatkan 
opini Wajar Dengan Pengecualian (BPKP, 2018) 
Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa, pemerintahan 
yang berasas pada prinsip good government dan clean government merupakan 
upaya menjawab tuntutan masyarakat yang tidak bisa ditunda lagi. Yaitu 
pemerintahan yang akuntable, memiliki kinerja tinggi dalam melaksanakan tugas, 
sekaligus bebas dari KKN. Disamping itu, pemerintahan yang mampu 
mengemban amanat rakyat dan mendapat kepercayaan merupakan modal yang 
sangat berharga dalam pembangunan (BPKP, 2018). 
Dalam mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara yang 
berkualitas semakin tampak dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2011 
tanggal 17 Februari 2011. Inpres ini berisi instruksi untuk mempercepat 
peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui intensifikasi peran 
aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan penyelenggaraan sistem 
pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta koordinasi antar instansi (BPKP, 
2018). 
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Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) atas Laporan Keuangan 
Pemkab Wonogiri 2015. BPK  mengingatkan agar DPRD menindaklanjuti laporan 
hasil pemeriksaan (LHP), 1bulan setelah menerima hasil laporan keuangan. Hal 
itu berdasar Pasal 21 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua DPRD Wonogiri, 
Setyo Sukarno (Solopos, 2015) 
Tiga instansi di lingkungan pemerintahan kabupaten wonogiri menerima 
teguran berupa rekomendasi dari badan pemeriksa keuangan. Meliputi dinas 
pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, dinas perhubungan komunikasi dan 
informasi dan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil 
menengah ketidakpatuhan terhadap regulasi itu muncul di sidang paripurna DPRD 
wonogiri, sabtu 6 juni 2015 yang dibacakan wakil ketua dprd wonogiri, basriyono 
(Solopos, 2015). 
Dishubkominfo dan Disperindagkop dan UMKM oleh BPK dinilai tidak 
tertib administrasi penyetoran pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan 
Pasar Kota Wonogiri. Selain itu, di LHP BPK juga merekomendasikan kepada 
Bupati untuk meninjau kembali SK tentang Juklak dan juknis pemberian bantuan 
keuangan untuk infrastruktur perdesaan. Isi juklak dan juknis hasil revisi harus 
memuat batas waktu penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan 
dan menetapkan sanksi tegas atas kelalaian penyampaian tersebut (Solopos, 
2015). 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah kembali 
memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 
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Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri tahun anggaran 2016. Walau 
mendapat WTP, BPK memberi catatan-catatan dan rekomendasi tertentu agar 
Bupati melakukan suatu tindakan. Yakni dengan memperbaiki kelemahan yang 
ditemukan BPK. Berdasarkan catatan-catatan LHP dari BPK yang diperoleh, 
adalah belum jelasnya kepemilikan aset daerah irigasi (Solopos, 2016). 
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidakpatuhan itu 
seperti pengelolaan bagi hasil penerimaan pengelolaan atraksi wisata Waterboom 
Gajah Mungkur tidak sesuai dengan perjanjian. Hal itu berdampak pada hilangnya 
potensi pendapatan bagi hasil dan pajak hiburan dan kelemahan lain seperti aset 
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso yang tidak diketahui keberadaannya dan 
penganggaran belanja tak sesuai kegiatan yang direalisasikan (Solopos, 2016) 
Berdasar Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) atas Laporan Keuangan Pemkab 
Wonogiri 2016 tertanggal 29 Mei 2017, BPK menemukan beberapa catatan atas 
sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan. Pada sistem pengendalian intern, BPK menemukan kelemahan dalam 
penyusunan laporan keuangan, seperti ihwal piutang pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) senilai Rp6,25 miliar yang belum diverifikasi 
(Solopos, 2017) 
Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan 
pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria akuntabilitas. 
Dengan bukti yang menyatakan adanya kelompok yang belum menyampaikan 
pertanggungjawaban kepada Bupati. Mengingat bahwa akuntabilitas merupakan 
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salah satu unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, 
serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjaabkan  
kepada masyarakat dan DPRD. Terkait dengan kegagalan maupun 
keberhasilannya sebagai bahan evaluasi (Nurlaili, 2016). 
Selain adanya fenomena gap pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri, 
penelitian ini juga dilakukan karena adanya riset gap pada penelitian penelitian 
terdahulu. Sari, (2012) membuktikan dengan penelitiannya bahwa sistem 
pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penelitan Nugraha (2011) menyatakan 
bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh. 
Hehanusa (2015) dan Azizah (2014) melakukan penelitian mengenai 
pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan. Dimana hasil penelitian (Hehanusa, 2015) menunjukan Akesibilitas 
Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. 
Sementara dalam (Azizah, 2014) menunjukan bahwa aksesibilitas laporan 
keuangan berpengaruh terhadap transparansi tetapi tidak berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penulis dapat mengangkat 
permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh, Aksesibilitas 
Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem 
Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Wonogiri) 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan 
permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 
1. Meningkatnya tuntutan publik agar lembaga sektor publik dapat 
meningkatkan akuntabilitasnya, tidak hanya berupa informasi namun juga 
disertai sistem pertanggungjawaban yang tepat. 
2. Masih terdapat indikasi bahwa laporan keuangan belum akuntabel. 
3. Adanya ketidakkonsistenan atas hasil penelitian terdahulu pada variabel 
sistem pengendalian intern dan aksesibilitas laporan keuangan. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan 
memberikan batasan agar tidak menyimpang serta dapat diketahui sejauh mana 
hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 
Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Wonogiri). 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 
maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 
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2. Apakah Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, tujuan 
tersebut yaitu : 
1. Untuk menganalisis pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan terhadap 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
2. Untuk menganalsis pengaruh Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern  terhadap 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, tujuan 
tersebut yaitu : 
1. Bagi Akademisi 
Dengan menguji Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan hasil penelitian ini 
dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi kususnya pada 
30 
 
akuntansi sektor publik serta dapat menjadi referensi bagi penelitian 
selanjutnya yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
2. Bagi Pemerintah Daerah Wonogiri 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 
masukan bagi kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) di kabupaten 
Wonogiri dalam memahami Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern 
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
 Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut: 
BAB I. PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  
BAB II.LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis 
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BAB III.METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik 
analisis data. 
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Gambaran umum penelitian, Pengujian dan hasil analisis data, Pembahasan 
hasil analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
BAB V.PENUTUP 
Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran 
yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Agency Theory 
Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah 
yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan 
strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai 
pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari 
agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan 
pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang 
baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila 
kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah 
(Subekti, Rizani, dan Novriyandana, 2015). 
2.1.2. Teori Signalling 
Teori signalling adalah teori yang membahas mengenai akuntansi sebagai 
cara pemberian sinyal oleh perusahaan kepada investor. Laporan akuntansi sering 
digunakan sebagai sinyal informasi perusahaan kepada investor (Godfrey, 2007 
dalam Wilopo, 2017). Isinya secara umum adalah mengenai tren pendapatan yang 
menjadi indikasi pendapatan di masa depan. Untuk melakukan hal tersebut 
dilakukan dengan cara menyampaikan secara sukarela informasi perusahaan. 
Adapun perusahaan dapat melakukan ini karena memiliki keunggulan informasi 
dibandingkan principal. 
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Teori signalling pada pemerintahan dapat dianalogikan dengan pemerintah 
sebagai agen dan masyarakat sebagai principal. Pemerintah adalah pihak yang 
diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola kekayaan masyarakat. 
Pemerintah bertanggungjawab pula memberikan informasi atau sinyal pada 
masyarakat untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat 
(Wilopo, 2017). 
Menurut Puspita (2012), informasi atau sinyal yang disampaikan pemerintah 
dapat berupa laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal 
kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, dan penjelasan yang lebih detail 
dalam website. Pemda dapat pula memberikan informasi prestasi dan kinerja 
keuangan sebagai petunjuk bahwa Pemda telah menjalankan amanat rakyat.  
Manfaat yang dapat diperoleh oleh Pemda tidak hanya berhasil menjalankan 
amanat rakyat melainkan juga mendapatkan citra positif dari masyarakat bahwa 
harapan mereka telah berhasil dijalankan oleh Pemda serta memberikan sinyal 
bahwa Pemda turut mendorong akuntabilitas. (Wilopo, 2017). 
2.1.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Mahsun (2006) mendefinisikan akuntabilitas dalam arti luas dan sempit. 
Akuntabilitas dalam arti luas merupakan suatu kewajiban pihak yang menjalankan 
amanah untuk melakukan pertanggungjawaban dengan cara menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan kepada pihak yang berhak 
menerima pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah pihak yang 
memberikan amanah. 
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Menurut (Mardiasmo, 2009) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 
pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 
kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua 
macam, yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas 
horisontal (horizontal accountability). Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas 
publik terdiri atas dua macam, yaitu:  
1. Akuntabilitas vertical (Vertical accountability)  
Pertanggung-jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih 
tinggi, misalnya pertanggung-jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah 
daerah, pertanggung-jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 
pertanggung-jawaban pemerintah pusat kepada MPR. 
2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)  
Pertanggung-jawaban kepada DPRD dan masyarakat luas. Akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta 
pengawasan keuangan daerah.  
Pemerintah daerah harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa penyajian laporan 
keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ada, serta 
kemudahan publik dalam mengakses laporan keuangan pemerintah.  
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Hal tersebut dilakukan agar publik (badan pemeriksa, masyarakat, maupun 
investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 
Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah  (Fauziyah, 2017). Berikut ini merupakan indikator 
akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Superdi (2017) antara lain: 
1. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 
2. Pertanggung jawaban kepada public.  
3. Terbuka, cepat dan tepat. 
4. Penyusunan APBD. 
5. memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen. 
2.1.4.Aksesibilitas Laporan Keuangan 
Menurut Mulyono (2006) dalam Sande (2013), ketidakmampuan laporan 
keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan 
tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para 
pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia 
dan aksesibel pada para pengguna potensial. Menurut Torres (2017) Tingkat 
transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi tidak dapat diukur secara langsung, 
tetapi bisa juga dirasakan dari tingkat aksesibilitas organisasi yang diajukan 
kepada para pemangku kepentingan. 
Sebagai konsekuensinya penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap 
dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah. 
Pemerintah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna 
laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan 
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tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada 
pemerintah untuk mengelola dana publik (Sande, 2013). 
Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep 
pertanggungjawaban publik. Masyarakat sebagai pihak yang memberi 
kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk 
mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap 
pemerintah (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk 
memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan 
keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa 
informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data 
terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut 
berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas 
laporan keuangan yang dihasilkannya. 
Menurut Fauziyah, dan Handayani (2017) Agar informasi yang disampaikan 
dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan 
keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga 
memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan 
keuangan dengan mudah. Berikut ini merupakan indikator dari aksesibilitas 
laporan keuangan oleh Superdi (2017) antara lain:  
1. Terbuka di media masa. 
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2. Mudah di akses. 
3. Ketersediaan Informasi. 
 
2.1.5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah 
menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada 
peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun 
dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi 
pemerintah (Lily, 2015). 
Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, akuntansi adalah 
proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterprestasian atas 
hasilnya. Standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 
Baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem 
akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk 
menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan 
pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif 
atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan 
daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam 
rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Lily, 2015) 
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Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam 
memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial 
pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas 
publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan 
pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan (Superdi, 
2017). 
Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai 
dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas 
transaksi serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung-jawabkan 
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 
aplikasi komputer. Berikut indikator sistem akuntansi keuangan daerah oleh 
Superdi (2017) antara lain: 
1. Basis Akuntansi. 
2. Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran. 
3. Penyusunan APBD. 
4. Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2004. 
2.1.6 Sistem Pengendalian Intern 
Menurut Mardiasmo (2009) sistem akuntansi yang lemah menyebabkan 
pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan 
juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Pengendalian 
intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau 
melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, 
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memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen 
(Krismiaji, 2015) 
Pengendalian intern merupakan salah satu fondasi terkuat good governance. 
Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan 
untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin 
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan 
dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan 
menjamin pengamanan aset Negara (Purnomo,dan Budiawan 2014). 
COSO adalah sebuah organisasi swasta, organisasi pada tahun 1992 
mengeluarkan hasil sebuah studi untuk menghasilkan definisi pengendalian intern 
dan petunjuk untuk melakukan penilaian sebuah sistem pengendalian intern, yang 
dikenal dengan model pengendalian intern. Model pengendalian intern ini, 
menetapkan pengendalian intern sebagai proses yang diterapkan oleh dewan 
direktur, manajemen, dan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan 
pengendalian dapat dicapai. Pengendalian intern memberikan jaminan yang layak 
karena kemungkinan terjadinya human failure, kolusi, dan management override 
(Krismiaji, 2015) 
Pengendalian intern didefinisikan sebagai sebuah proses karena 
pengendalian intern ini melekat dalam kegiatan  operasional sebuah organisasi, 
dan merupakan bagian yang integral dari aktivitas dasar manajemen seperti 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan organisasi.. Berikut 
merupakan indikator dari sistem pengendalian intern menurut COSO dalam 
Krismiaji (2015) antara lain: 
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1. Lingkungan Pengendalian Kondisi dalam instansi pemerintah yang 
memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah 
wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem 
pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. 
2. Penilaian Resiko Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian 
resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.  
3. Informasi dan Komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah dan dapat 
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas 
dan fungsi instansi pemerintah.  
4. Kegiatan Pengendalian Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta 
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa 
tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan 
pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan 
instansi pemerintah dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang 
perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan resiko dalam mencapai tujuan. 
5. Pemantauan Pengendalian Intern Proses penilaian atas mutu kinerja sistem 
pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan 
audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian 
intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan 
tindak lanjut rekomendasi hasil audit  dan review lainnya. 
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2.2. Penelitian Yang Relevan 
Tabel 2.1 
Penelitian yang Relevan 
 
No 
Nama 
Peneliti/ 
Tahun 
Judul Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1. Superdi, 
(2017) 
Pengaruh penyajian 
laporan keuangan, 
aksesibilitas dan 
sistem akuntansi 
keuangan daerah 
terhadap akuntabilitas 
pengelolaan 
Keuangan daerah 
(studi empiris pada 
satuan kerja 
Perangkat daerah 
kabupaten sijunjung) 
Analisis 
regresi 
berganda 
Penyajian laporan 
keuangan, aksesibilitas 
dan sistem akuntansi 
keuangan daerah 
berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan 
Keuangan daerah 
 
2.  Embun 
Widya Sari, 
(2017) 
Pengaruh sistem 
pengendalian intern, 
penyajian laporan 
keuangan, 
aksesibilitas laporan 
keuangan dan gaya 
kepemimpinan 
terhadap transparansi 
dan  
akuntabilitas 
pengelolaan keuangan  
daerah di 
kabupatenindragiri 
Analisis 
Regresi 
Berganda 
Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) dan 
Aksesibilitas 
berpengaruh terhadap 
transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan, sedangkan  
penyajian laporan 
keuangan dan Gaya 
kepemimpinan tidak 
berpengaruh terhadap 
transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan 
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hulu. keuangan daerah. 
3. Indra 
Agung 
Wilopo, 
(2017) 
Analisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
akuntabilitas dan 
Transparansi 
informasi keuangan 
daerah melalui 
website 
Analisis 
Regresi 
logistik dan 
analisis 
regresi 
berganda 
Hanya faktor 
Kesejahteraan 
masyarakat yang 
mempengaruhi 
Transparansi informasi 
keuangan daerah. 
4. Miftahul 
Reza 
Fauziya dan 
Nur 
Handayani, 
(2017) 
Pengaruh penyajian 
dan aksesibilitas 
laporan keuangan 
daerah terhadap 
akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
daerah.  
Analisis 
regresi 
linier 
berganda 
Penyajian dan 
aksesibilitas laporan 
keuangan daerah 
berpengaruh  terhadap 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
5. Meilia Rozi, 
Ridwan 
Ibrahim, 
Syukriy 
Abdullah, 
(2017) 
Pengaruh pengetahuan 
pejabat penatausahaan 
keuangan satuan kerja 
perangkat kabupaten 
(ppk skpk), 
keterampilan, dan 
pengawasan internal 
terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
daerah  
(studi pada satuan 
kerja perangkat 
kabupaten di 
kabupaten aceh barat) 
Analisis 
regresi 
linier 
berganda 
Pengetahuan pejabat 
penatausahaan keuangan 
satuan kerja perangkat 
kabupaten, keterampilan, 
dan pengawasan internal 
berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan. 
 
 
 
 
 
 
6. Dewi Pengaruh penerapan Analisis Penerapan sistem 
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Asfiryati, 
(2017) 
sistem akuntansi 
keuangan  
daerah dan penyajian 
laporan keuangan  
terhadap akuntabilitas 
pengelolaan  
keuangan daerah 
dengan sistem  
pengendalian intern 
sebagai  
variabel intervening  
(studi pada skpd kota 
dumai) 
Path 
(Analisis 
jalur) 
akuntansi keuangan 
daerah dan  
Penyajian laporan 
keuangan,  
berpengaruh tidak 
langsung terhadap 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah melalui 
sistem pengendalian 
intern sebagai mediasi 
atau variabel intervening. 
7. Nurlaili, 
(2016) 
Pengaruh penyajian 
laporan keuangan dan 
aksesibilitas  
laporan keuangan 
terhadap akuntabilitas  
pengelolaan keuangan 
daerah  
(studi pada skpd 
kabupaten bengkalis) 
Analisis 
Regresi 
Berganda 
Pengaruh penyajian 
laporan keuangan dan 
aksesibilitas  
laporan keuangan 
berpengaruh terhadap 
akuntabilitas  
pengelolaan keuangan 
daerah  
 
8. Charli 
Andreas 
Saragih/ 
2015 
Pengaruh penyajian 
laporan keuangan 
daerah dan 
aksesibilitas laporan 
keuangan daerah 
terhadap transparansi 
dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
Analisis 
regresi 
berganda 
Penyajian laporan 
keuangan daerah dan 
aksesibilitas laporan 
keuangan daerah 
berpengaruh  terhadap 
transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
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daerah kabupaten 
simalungun 
 
9. Salomi J. 
Hehanussa 
(2015) 
Pengaruh penyajian 
laporan 
Keuangan daerah dan 
Aksesibilitas laporan 
Keuangan daerah 
terhadap 
Transparansi dan 
Akuntabilitas 
pengelolaan 
Keuangan daerah 
Kota ambon 
Analisis 
regresi 
berganda 
Penyajian laporan 
Keuangan daerah dan 
Aksesibilitas laporan 
Keuangan daerah 
berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan 
daerah. 
10. Lily, (2015) Pengaruh sistem 
akuntansi keuangan 
dan aksesibilitas 
laporan keuangan 
terhadap akuntabilitas  
Pengelolaan keuangan 
daerah  
(Studi Empiris Pada 
Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
Kota Payakumbuh) 
Analisis 
linier 
Regresi 
Berganda 
Menunjukkan bahwa 
secara parsial sistem 
akuntansi keuangan dan 
aksesibilitas laporan 
keuangan berpengaruh 
terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
daerah 
11. Ika 
Arifanny 
Subekti, 
Fahmi 
Rizani,dan 
Rifqi 
Pengaruh kualitas 
penyajian laporan 
keuangan dan 
Aksesibilitas laporan 
keuangan terhadap 
akuntabilitas 
Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 
Kualitas penyajian 
laporan keuangan dan 
Aksesibilitas laporan 
keuangan berpengaruh 
positif terhadap 
Akuntabilitas 
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Novriyanda
na, (2015) 
Pengelolaan keuangan 
pemerintah kota 
banjarmasin 
(studi persepsi 
pengguna eksternal 
laporan keuangan kota 
Banjarmasin) 
pengelolaan keuangan. 
12. Putu Sri 
Wahyuni, 
Ni Luh 
Gede Erni 
Sulindawati
,Nyoman 
Trisna 
Herawati, 
(2014) 
Pengaruh penyajian 
laporan keuangan 
daerah dan 
Aksesibilitas laporan 
keuangan daerah 
terhadap 
Akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
daerah 
(studi empiris pada 
pemerintahan 
kabupaten bandung) 
 
Analisis 
regresi 
berganda 
Penyajian laporan 
keuangan daerah dan 
Aksesibilitas laporan 
keuangan daerah 
berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap 
Akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
daerah. 
13. Muhammad 
Ichlas, 
Hasan 
Basri, 
Muhammad 
Arfan, 
(2014) 
 Pengaruh penerapan 
standar akuntansi 
pemerintahan, sistem 
pengendalian intern 
pemerintah dan 
aksesibilitas laporan 
keuangan terhadap 
akuntabilitas 
keuangan pemerintah 
kota banda aceh. 
Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 
Standar akuntansi 
pemerintahan, sistem 
pengendalian intern 
pemerintah dan 
aksesibilitas laporan 
keuangan berpengaruh 
terhadap akuntabilitas 
keuangan Pemerintah 
Kota Banda Aceh. 
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14. Indra 
Kurnia, 
(2013) 
Pengaruh sistem 
akuntansi keuangan 
daerah dan kualitas 
aparatur pemerintah 
terhadap akuntabilitas 
keuangan 
Analisis 
regresi 
berganda  
 
Sistem akuntansi 
keuangan daerah dan 
kualitas aparatur 
pemerintah berpengaruh 
terhadap akuntabilitas 
keuangan 
15. Peggy 
Sande, 
(2013) 
Pengaruh penyajian 
laporan keuangan dan 
Aksesibilitas laporan 
keuangan terhadap 
Akuntabilitas 
pengelolaan 
Keuangan daerah 
Analisis 
regresi 
berganda 
Penyajian laporan 
keuangan dan 
Aksesibilitas laporan 
keuangan berpengaruh 
terhadap 
Akuntabilitas 
pengelolaan 
Keuangan daerah 
16. Diana Sari, 
(2012) 
Pengaruh 
Pengendalian Internal 
Terhadap 
Transparansi Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Analisis 
statistik 
Pengendalian internal 
berpengaruh terhadap 
transparansi laporan 
Keuangan pemerintah 
daerah 
 
 
2.3.Kerangka Berfikir 
Berdasarkan landasan teori serta diperkuat dengan penelitian terdahulu 
mengenai hubungan antara variabel independen (Aksesibilitas Laporan Keuangan, 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern) dengan 
variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah). maka dapat 
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dikembangkan kerangka pemikiran teoritis seperti tampak pada gambar berikut 
ini:  
Gambar 2.2. 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.4. Hipotesis 
2.4.1. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Menurut Fauziyah dan handayani (2017) Agar informasi yang disampaikan 
dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan 
keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga 
memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan 
keuangan dengan mudah. 
Penelitian Superdi (2017), Sari (2017), Nurlaili (2016), Hehanusa (2015), 
Lily (2015), Saragih (2015), Subekti, Rizani, Novriyandana (2015), (Wahyuni, 
Sulindawati, dan Herawati 2014) Ichlas, Basri, Arfan (2014) dan Penelitiana 
H1 
H2 
H3 
Aksesibilitas Laporan 
Keuangan (X1) 
 
Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah 
(X2) 
 
Sistem Pengendalian 
Intern (X3) 
 
Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan  
Daerah (Y) 
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Sande (2013) menyatakan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh 
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan 
keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat 
mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan 
yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik 
diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
 
2.4.2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Superdi (2017) menyatakan Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki 
peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas 
dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya 
transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas 
keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan 
dan pelaporan. 
Hasil penelitian Asfiryati (2017), Lily (2015) dan Kurnia (2013) 
menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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H2: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah 
 
2.4.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem 
pengendalian intern yang tepat. Hal ini karena dalam sistem pengendalian intern, 
suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yaitu 
dapat dipertanggungjawabkan (Sari, 2017) 
Penelitian Rozi, Ibrahim, Abdullah (2017) Sari (2012), Winidyaningrum 
dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian 
internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatwaktuan dan 
keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan 
Susanti (2010). Nugraha, dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian 
intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan 
uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari penyusunan usulan 
penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian, yakni pada bulan Desember 
2017 sampai Agustus 2018. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kuantitatif. Sedangkan, data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa data 
yang berasal dari penyebaran angket kepada responden. Menurut (Sugiyono, 
2015) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdsarkan pada 
fenomena atau gejala untuk meneliti suatu populasi dengan menggunakan 
instrumen-instrumen tertentu dengan analisis data bersifat statistik. 
 
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi merupakan wilayah beserta semua objek/subyek yang ada dalam 
wilayah tersebut. Objek/subjek ini memiliki karakteristik tertentu. Populasi tidak 
hanya terdiri dari makhluk hidup atau manusia dalam wilayah tersebut melainkan 
meliputi semua objek benda yang ada di dalamnya (Sugiyono, 2015). 
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Obyek penelitian ini adalah Organisasi perangkat daerah di kabupaten 
wonogiri. Adapun Organisasi perangkat daerah di wonogiri berjumlah 25 yang 
meliputi Sekretariat Daerah berjumlah 1 lembaga, Sekretariat DPRD berjumlah 1 
lembaga, Inspektorat Daerah berjumlah 1 lembaga, Dinas Daerah berjumlah 18 
dinas, Satuan Pol PP berjumlah 1 lembaga, Badan Daerah berjumlah 3 badan 
(www.wonogirikab.go.id). Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas, dan  
kepala bagian keuangan, yang berjumlah 50. 
Tabel 3.1 
Jumlah Kepala Dinas, Kepala Bag.Keuangan dan Kepala Bidang 
Kabupaten Wonogiri 
No Nama 
Jumlah 
Jumlah 
Kepala 
Dinas 
Kepala 
Bagian 
Keuangan 
1. Sekretariat Daerah 1 1 2 
2. Sekretariat DPRD 1 1 2 
3. Inspektorat Daerah 1 1 2 
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
dan Pariwisata 
1 1 2 
6. Dinas kesehatan 1 1 2 
7. Dinas Sosial 1 1 2 
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana dan 
pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
1 1 2 
9. Dinas kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 
1 1 2 
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10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa 
1 1 2 
11. Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
1  2 
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah dan Perindustrian dan 
Perdagangan 
1 1 2 
13. Dinas Tenaga kerja 1 1 2 
14. Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 2 
15. Dinas perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan 
1 1 2 
16. Dinas Pekerjaan Umum 1 1 2 
17. Dinas Perhubungan 1 1 2 
18. Dinas Lingkungan Hidup 1 1 2 
19. Dinas pertanian dan Pangan 1 1 2 
20. Dinas Kelautan dan Perikanan dan 
Peternakan 
1 1 2 
21. Dinas kearsipan 1 1 2 
22. Satpol PP 1 1 2 
23. Badan Kepegawaian Daerah 1 1 2 
24. BAPEDA 1 1 2 
25. BPKD 1 1 2 
 TOTAL 25 25 50 
 
 
3.3.2 Sampel 
Sampel merupakan bagian atau potongan dari populasi yang diteliti. Hal 
yang harus diperhatikan ketika menentukan sampel yaitu peneliti harus mampu 
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mengambil sampel yang mampu mewakili populasi tersebut (representatif) 
(Sugiyono, 2015). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 
orang responden. 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel 
dengan pertimbangan tertesntu (Sugiyono, 2015). Adapun kriteria pengambilan 
sampel yaitu: Kepala dinas dan Kepala bagian Keuangan pada Organisasi 
Perangkat Daerah di kabupaten wonogiri sebagai penanggungjawab laporan 
keuangan daerah. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer merupakan 
data yang diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian. Data dalam 
penelitian ini diperolah dari penyebaran angket atau kuisioner (Bungin, 2011). 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik dalam pengumpulan data ini adalah dengan kuesioner. Kuesioner 
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya (Sugiyono, 2015). 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survey 
lapangan dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan secara langsung 
kepada responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan lima point 
skala Likert, dengan perincian sebagai berikut:  
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)   4 = Setuju (S) 
2 = Tidak Setuju (TS)    5 = Sangat Setuju (SS) 
3 = Netral (N)     
 
3.6. Variabel Penelitian 
Pengertian variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 
orang, objek atau kegiatan dan memiliki variasi tertentu yang akan ditentukan 
peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulannya dari kegiatan 
penelitian. Variabel dapat bervariasi serta memiliki lebih dari satu nilai yang 
berbeda (Sugiyono, 2015). 
 
3.6.1. Variabel Dependen (Y) 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 
karena adanya suatu variabel bebas. Variabel dependen dinamakan pula sebagai 
variabel  ouput, kriteria,  maupun konsekuen (Sugiyono, 2015). Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah  (Y). 
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3.6.2. Variabel Independen (X) 
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau 
menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen 
dinamakan pula dengan variable prediktor, stimulus, antecedent ( Sugiyono, 
2015). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Aksesibilitas Laporan 
Keuangan (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), Sistem Pengendalian 
Intern (X3). 
 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
Berikut ini disajikan ringkasan dari variabel penelitian dan indikator yang 
akan digunakan untuk pembuatan kuesioner. 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran 
 
No Variabel Definisi Operasional Indikator 
1. Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah  
Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan adalah 
Pertanggungjawaban 
pengelolaan sumber daya 
serta pelaksanaan 
kebijakan yang 
dipercayakan kepada unit 
organisasi pemerintah 
dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah 
ditetapkan melalui laporan 
keuangan pemerintah 
secara periodic 
 
(Superdi, 2017) 
1.  
1. Sesuai dengan ketentuan 
hokum dan peraturan yang 
berlaku. 
2. Pertanggung jawaban 
kepada public 
3. Terbuks, cepat dan tepat. 
4. Penyusunan APBD 
5. Menonitor kinerja dan 
mengevaluasi manajemen. 
 
 
 
 
(Superdi, 2017) 
2.  Aksesibilitas 
Laporan 
Aksesibilitas laporan 
keuangan adalah 
1. Terbuka di media masa. 
2. Mudah di akses. 
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Keuangan kemampuan untuk 
memberikan akses bagi 
stakeholder untuk 
mengetahui atau 
memperoleh laporan 
keuangan sebagai bagian 
dari partisipasi 
stakeholder.  
 
(Superdi, 2017) 
3. Ketersediaan Informasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Superdi, 2017) 
3. Sistem 
Akuntansi 
Keuangan 
Daerah 
Sistem akuntansi keuangan 
daerah adalah sistem 
akuntansi yang meliputi 
proses pencatatan, 
penggolongan, penafsiran, 
peringkasan transaksi atau 
kejadiaan keuangan serta 
pelaporan keuangan dalam 
rangka pelaksanaan 
APBD. 
 
(Superdi, 2017) 
5. Basis Akuntansi. 
6. Unsur-Unsur Laporan 
Realisasi Anggaran. 
7. Penyusunan APBD. 
8. Penyusunan Laporan 
Keuangan berdasarkan PP 
71 Tahun 2004. 
 
 
 
 
(Superdi, 2017) 
4. Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Sistem pengendalian intern 
adalah Suatu proses yang 
dilaksanakan oleh 
komisaris, manajemen, dan 
pegawai lainnya, yang 
dirancang untuk 
memberikan keyakinan 
yang memadai (reasonable 
assurance) dalam 
pencapaian tujuan sebagai 
berikut: 
1. Keandalan laporan 
keuangan. 
2. Ketaatan pada hukum 
dan peraturan yang 
berlaku. 
3. Efektivitas dan efisiensi 
operasi. 
 
(Krismiaji, 2015) 
1. Lingkungan Pengendalian 
2. Penilaian resiko 
3. Kegiatan Pengendalian 
4. Informasi dan Komunikasi 
5. Pemantauan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Krismiaji, 2015) 
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3.8.  Teknik Analisis Data 
Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Berikut adalah beberapa langkah dalam menganalisis, yaitu : 
 
3.8.1. Uji Instrument Penelitian 
Untuk mendapatkan skala pengukuran penelitian yang baik, setiap item 
kuesioner harus valid dan reliabel. Sugiyono (2015) menyatakan,item kuesioner 
yang realibilitas adalah item yang apabila digunakan beberapa kali dalam waktu 
yang berlainan makaakan menghasilkan data yang sama. Sedangkan item 
kuesioner yang valid adalah item yang digunakan untuk mendapatkan data 
(mengukur) itu valid. Valid berarti setiap item tersebut dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang seharusnya diukur. 
1.   Uji Validitas  
Menurut Ghozali (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau 
sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika setiap item 
tanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
kuesioner tersebut.  
Untuk mengukur kevalid-an kuesioner yaitu dengan melakukan hubungan 
korelasi antar  skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. 
Sedangkan Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel 
untuk degree of freedom (df) = n-2, n yang dimaksud adalah jumlah sampel. 
Pernyataan tidak valid jika r hitung ( tiap butir dapat dilihat pada colom corrected 
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item – total correlation ) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan 
tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016). 
2. Uji Reliabilitas 
Ghozali (2016)  mengatakan reliabilitas adalah alat untuk mengukur setiap 
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.  Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan  
tersebut stabil atau konsekuen dari waktu ke waktu. 
Pengukuran ini dilakukan dengan cara One Shot atau pengukuran sekali 
saja. Artinya pengukuran yang hanya dilakukan sekali dan hasil tersebut 
akandibandingkan dengan pertanyaan lain. SPSS memberikan fasilitas untuk 
mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel 
dikatakan reliabel jika memberikan nilai Conbrach Alpha > 0,70. 
 
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas  
Ghozali (2016) mengungkapkan pengujian ini dilakukan untuk menguji 
apakah model regresi yang dilakukan dalam suatu penelitian memiliki residual 
yang berdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui  uji normalitas dilakukan 
dengan berasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika 
variabel tidak terdistribusi secara normal (menceng kekiri atau menceng ke kanan) 
maka hasil uji statistik terdegradasi. 
Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan Non-parametrik 
statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Yaitu dengan cara menentukan 
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dahulu hipotesis pengujian. Apabila Hipotesis Nol (Ho) maka data terdistribusoi 
secara normal. Namun jika Hipotesis Alternatif (HA) maka data tidak terdistribusi 
secara normal (Ghozali, 2016). 
2. Uji Multikolinieritas 
Menurut Ghozali (2016:103) uji ini dilakukan untuk menguji apakah 
dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam 
penelitian ini bila ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka 
variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 
independen yang nilai korelasi diantara variabel independen sama dengan nol.   
Berikut ini cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di 
dalam model regresi adalah Multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilaitoleransi 
dan lawannya (2) variance inflation factor(VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 
setiapvariabel independen yang mana yang dapatdijelaskan oleh variable 
independen lainnya.Toleransi mengukur kevariabilitasan variableindependen yang 
terpilih, yang tidak dapatdijelaskan oleh variable independen lainnya. 
 Jadi,nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIFtinggi (karena VIF 
= 1/Tolerance). Nilai cut offyang umum dipakai untuk menunjukkan 
adanyamultikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atausama dengan nilai VIF 
≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih 
dapatditolerir. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2016) Uji ini untuk mengetahui tidak adanya 
ketidaksamaan varian antar pengamatan. Pengujiannya dilakukan dengan uji 
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Glejser yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlaknya 
dengan signifikansi 5% (0,05), apabila tidak ada variabel yang signifikan secara 
statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedasitas. 
 
3.8.3 Uji Ketepatan Model 
Secara statistik, model regresi dapat diukur melalui nilaikoefisien 
determinasi (R²), nilai statistik t dan nilai statistik F. Apabila nilai uji statistiknya 
berada di daerah kritis (Ha diterima) maka perhitungan tersebut signifikan. 
Sebaliknya bila nilai uji statistiknya berada di daerah (Ha ditolak) maka 
perhitungannya tidak signifikan. 
1. Uji F 
Ghozali (2016) mengungkapkan Uji statistik F digunakan untuk 
mengetahui apakah model yang terdiri dari semua variabel independen 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk 
menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 
keputusan adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengannilai F 
menurut tabel. 
2. Koefisien Determinasi (R²)  
Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R²) digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh kemapuan model dalam menerangkan variasi variabel 
dependen dengan nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika pada suatu 
model nilai R² kecil atau sedikit, berarti model tersebut dapat menjelaskan variasi 
dependen terbatas.Sebaliknya, jika nilai R² mendekati angka 1 maka model 
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tersebut dapat menjelaskan variabel independen dengan seluruh data yang ada 
atau informasi yang relevan. 
Kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 
jumlah variable independen yang dimasukkan kedalam model. Menurut Ghazali 
(2016) bila dalam model tersebut menambahkan satu atau lebih variabel 
independen, maka nilai R² akan bertambah. Pada hasil output SPSS nilai adjusted 
R² bisa saja bernilai negative, walaupun yang diinginkan peneliti harus bernilai 
positif . 
Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2016) jika dalam uji empiris 
didapat nilai adjusted R² negative, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol. 
Secara sistematis jika nilai R² = 1, maka adjusted R² = R² = 1 sedangkan jika nilai 
R² = 0, maka adjusted R² = (1-k)/(n-k). jika k > 1, maka adjusted R² akan bernilai 
negatif. 
 
3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda yaitu suatu model yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu 
variabel independen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
Dimana: 
Y   = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
a   = Konstanta 
b1,b2,b3 = Koefisien regresi dari variabel independen 
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X1   = Aksesisbilitas Laporan Keuangan 
X2   =  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
X3  =  Sistem Pengendalian Intern 
e   = Standart Eror (5%) 
 
3.8.5 Uji Hipotesis 
Uji  Hipotesis merupakan uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variance 
variabel dependen (Ghozali, 2016). Cara pengukuranya adalah adalah dengan 
membandingkan antara nilai t hitungdengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung > t tabel 
dengan tingkat signifikansi < 0,05maka hipotesis alternatif diterima yang 
menyatakan bahwa variabel independensecara individual mempengaruhi variabel 
dependen (Ghozali, 2016). 
.  
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.   Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Proses Pengambilan Data 
Proses pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 
survey pada 25 OPD di Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan kuesioner 
(angket). Penulis  menyerahkan  kuesioner  secara  langsung  kepada  seluruh 
responden. Kuesioner yang disebar kepada responden akan diambil pada 7 hari 
berikutnya setelah diisi oleh reponden. Cara ini dipilih untuk mendapatkan 
kepastian perolehan data dan efisiensi waktu.  
Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 50 reponden di 25 OPD 
di Kabupaten Wonogiri. Kemudian total kuesioner yang kembali pada 
penyebaran ini hanya berjumlah 43. Berikut ini merupakan hambatan dalam 
proses pengambilan data: 
2. Konfirmasi izin penelitian dari beberapa OPD membutuhkan waktu lama. 
Sehingga peneliti mengalami keterlambatan dalam penyebaran kuesioner. 
3. Pengambilan kuesioner tidak tepat waktu, beberapa OPD mengembalikan 
kuesioner setelah 10-14 hari. Sehingga, waktu pengolahan data juga 
terhambat. 
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4.1.2. Deskripsi Data 
Jumlah kuesioner yang disebar ke responden berjumlah 50. Berikut ini 
adalah rincian perolehan data dari hasil penyebaran kuesioner di OPD se- 
Kabupaten Wonogiri. 
Tabel 4.1 
Proses pembagian kuisoner 
 
Kuisoner yang disebar Kuisoner yang kembali Persentase 
50 43 86% 
Sumber : Data diolah pada 2018 
Tabel 4.1 tentang pengembalian kuesioner, dapat dilihat bahwa jumlah 
kuesioner yang kembali dan dapat di olah berjumlah 44 (86%). Berdasarkan 
data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, diperoleh data demografi 
responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan. 
Berikut ini merupakan ringkasan mengenai demografi responden. 
Tabel 4.2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 
Laki-laki 20 46,5% 
Perempuan 23 53,5% 
Total 43 100% 
Sumber : Data Primer diolah 2018 
Dari tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden terdiri dari 20 orang 
laki-laki dan 23 orang perempuan. 
65 
 
Tabel 4.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No 
Pendidikan Frekuensi Presentasi 
1 
SLTA 1 2,3% 
2 D3 3 7,0% 
3 S1 17 39,5% 
4 S2 20 46,5% 
5 S3 2 4,7% 
TOTAL 43 100% 
 
Tingkat pendidikan responden rata-rata tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa 
terdapat 20 orang atau 46,5% dari responden berpendidikan S2, 17 orang atau 
39,5% responden berpendidikan S1, 3 orang atau 7,0% responden berpendidikan 
D3. Kemudian di tingkat pendidikan S3 hanya berjumlah 2 orang atau 4,7% 
responden, Sedangkan sisanya yaitu 1 orang atau 2,3% responden berpendidikan 
SLTA. 
Tabel 4.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 
No Jabatan  Frekuensi Presentasi 
1 Kepala Dinas 21 48,8% 
2 Bagian Keuangan 22 51,2% 
TOTAL 43 100% 
 
Dari tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa responden terdiri dari 21 orang 
yang menjabat sebagai kepala dinas dan 22 orang bekerja di bagian keuangan. 
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4.2. Pegujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Uji Instrumen Penelitian 
1.   Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika setiap item pertanyaan pada 
kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut. Apabila r hitung> r tabel pada signifikansi 5% maka butir pertanyaan 
dinyatakan valid (Ghozali,2016). R tabel = df. Df= N-2 = 43-2 = 41 (nilai r tabel 
adalah 0,2542). 
a. Validitas item pernyataan untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri  dari  sembilan  
item  pernyataan dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
No. Item R hitung R tabel Keterangan 
Item_1 0,685 0,2542 Valid 
Item_2 0,632 0,2542 Valid 
Item_3 0,433 0,2542 Valid 
Item_4 0,510 0,2542 Valid 
Item_5 0,346 0,2542 Valid 
Item_6 0,529 0,2542 Valid 
Item_7 0,397 0,2542 Valid 
Item_8 0,541 0,2542 Valid 
Item_9 0,682 0,2542 Valid 
Sumber :Data primer diolah 2018 
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b. Validitas item pernyataan untuk Aksesibilitas Laporan Keuangan 
Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan terdiri  dari enam  item  
pernyataan dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan 
No. Item R hitung R tabel Keterangan 
Item_1 0,583 0,2542 Valid 
Item_2 0,583 0,2542 Valid 
Item_3 0,442 0,2542 Valid 
Item_4 0,501 0,2542 Valid 
Item_5 0,394 0,2542 Valid 
Item_6 0,554 0,2542 Valid 
Sumber :Data primer diolah 2018 
 
c. Validitas item pernyataan untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri  dari delapan  item  
pernyataan dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.6 
Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
No. Item R hitung R tabel Keterangan 
Item_1 0,413 0,2542 Valid 
Item_2 0,677 0,2542 Valid 
Item_3 0,696 0,2542 Valid 
Item_4 0,687 0,2542 Valid 
Item_5 0,639 0,2542 Valid 
Item_6 0,722 0,2542 Valid 
Item_7 0,701 0,2542 Valid 
Item_8 0,857 0,2542 Valid 
Sumber :Data primer diolah 2018 
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d. Validitas item pernyataan untuk Sistem Pengendalian Intern 
Validitas Sistem Pengendalian Intern terdiri  dari sembilan  item  pernyataan 
dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern 
No. Item R hitung R tabel Keterangan 
Item_1 0,505 0,2542 Valid 
Item_2 0,616 0,2542 Valid 
Item_3 0,839 0,2542 Valid 
Item_4 0,828 0,2542 Valid 
Item_5 0,281 0,2542 Valid 
Item_6 0,597 0,2542 Valid 
Item_7 0,778 0,2542 Valid 
Item_8 0,586 0,2542 Valid 
Item_9 0,459 0,2542 Valid 
Sumber :Data primer diolah 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.4, 4.5, 4.6, dan 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai r 
hitung dari variabel Aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan 
daerah, sistem pengendalian intern dan akuntablitias pengelolaan keuangan 
daerah lebih besar dari r tabel =0,2542 sehingga seluruh butir pernyataan atau 
indikator masing-masing variabel dikatakan valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Ghozali (2016)  mengatakan reliabilitas adalah alat untuk mengukur setiap 
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.  Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 
tersebut stabil atau konsekuen dari waktu ke waktu.  Suatu variabel dikatakan 
69 
 
reliabel jika memberikan nilai Conbrach Alpha> 0,70. Berikut ini merupakan 
hasil uji reabilitas dengan bantuan komputer program menggunakan SPPS 23 : 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reabilitas 
No. Variabel Conbrach Alpha Keterangan 
1. Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
0,822 Reliabel 
2. Aksesibilitas Laporan 
Keuangan 
0,768 Reliabel 
3. Sistem Akuntansi Keuangan 
Daerah 
0,894 Reliabel 
4. Sistem Pengendalian Intern 0,871 Reliabel 
Sumber : Data primer diolah 2018 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai Conbrach Alpha dari 
variabel Aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, 
sistem pengendalian intern dan akuntablitias pengelolaan keuangan daerah lebih 
besar dari 0,70 sehingga seluruh angket dikatakan reliabel atau handal. 
 
4.2.2. UjiAsumsi Klasik 
1. Uji Normalitas  
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang 
dilakukan dalam suatu penelitian memiliki residual yang berdistribusi normal atau 
tidak (Ghozali, 2016). Uji normalitas yang digunakan oleh penulis adalah uji 
statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan melihat 
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nilai signifikansi Kolmogrov-Smirnov dan dibandingkan dengan nilai α yaitu 
0,05. Berikut ini adalah hasil pengujian Kolmogrov-Smirnov dengan SPSS 
(Ghozali, 2016). 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 
Unstandardized 
Residual 
N 43 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
1.55797512 
Most Extreme Differences Absolute .101 
Positive .094 
Negative -.101 
Test Statistic .101 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
Sumber : Data primer diolah  2018 
Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa nilai Test Statistic 
Kolmogorov-Smirnov adalah 0,101 dengan signifikans pada 0,200. Jika di 
bandingkan dengan nilai 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam 
penelitian ini berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya 
multikolineritas nilai cut off yang umum dipakai adalah apabila nilai Tolerance ≤ 
0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka data tidak terjadi multikolineritas 
(Ghozali, 2016). 
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                                       Tabel 4.10 
                          Hasil Uji Multikolineritas 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
Aksesibilitas Laporan 
Keuangan 
.496 2.017 
Sistem Akuntansi Keuangan 
Daerah 
.711 1.407 
Sistem Pengendalian Intern .516 1.939 
   
Sumber : Data primer diolah  2018 
 
 
Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas di atas diketahui nilai tolerance 
pada masing-masing variabel adalah di atas 0,1, sedangkan untuk nilai VIF pada 
masing-masing variabel di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 
regresi pada penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji ini untuk mengetahui tidak adanya ketidaksamaan varian antar 
pengamatan. Pengujiannya dilakukan dengan uji Glejser yang meregresi variabel 
bebas terhadap variabel residual mutlaknya dengan signifikansi >5% (0,05), 
apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tersebut 
tidak mengandung heteroskedasitas (Ghozali, 2016). 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser 
Sumber : Data primer diolah 2018 
 
Berdasarkan hasil data tabel diatas menunjukkan nilai variabel independen 
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari 
nilai signifikan tabel diatas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Jadi dapat di ambil 
kesimpulan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
 
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Ghozali (2016) mengungkapkan Uji statistik F digunakan untuk mengetahui 
apakah model yang terdiri dari semua variabel independen mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini 
digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan adalah dengan 
membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.Apabila 
nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Variabel Independen Sig Kesimpulan 
Aksesibilitas Laporan 
Keuangan 
0,267 
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah 
0,058 
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
Sistem Pengendalian 
Intern 
0,132 
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
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Tabel 4.12 
Uji F 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 268.705 3 89.568 34.265 .000
b
 
Residual 101.946 39 2.614   
Total 370.651 42    
Sumber : Data primer diolah  2018 
Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan nilai Fhitung sebesar 
34,265 dan sig 0,000 lebih kecil dari 5%. Selanjutnya, membandingkan Fhitung 
dengan Ftabel. (pada df 0,05 diperoleh nilai Ftabel = 2,84) sehingga Fhitung>Ftabel 
(34,265> 2,84) , maka dapat di simpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan, 
sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, secara simultan 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah . 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2)  
Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel 
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (Ghazali, 
2016). Uji koefisien determinasi bisa dilakukan dilakukan dengan melihat nilai 
Adjusted R2 atau R2 pada tabel Model Summary hasil pengolahan regresi dengan 
SPSS. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi pada SPSS : 
Tabel 4.13 
Ringkasan Hasil Uji Koefisien Determinasi 
                                                Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .430
a
 .185 .122 99,806 
      Sumber : Data primer diolah  2018 
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Berdasarkan hasil output tabel 4.13 diatas menunjukkan besarnya nilai 
adjusted R² adalah 0,122 atau 12,2% variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah dapat dijelaskan secara terbatas oleh variasi dari ketiga variabel 
independen aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, 
dan sistem pengendalian intern. Sedangkan sisanya 100% - 12,2% = 87,8% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai standar eror of the estimate 
(SEE) sebesar 99,806. 
 
4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda yaitu suatu model yang digunakan untukmenganalisis lebih dari satu 
variabel independen. Persamaan regresidalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
Tabel 4.14 
Analisis Regresi Linier Berganda 
                                                           Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.899 3.146  2.193 .034 
ALK .281 .143 .235 1.967 .056 
SAKD .680 .099 .682 6.847 .000 
SPI .036 .098 .042 .363 .718 
Sumber: data primer di olah 2018 
 
Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.13 di atas, maka persamaan regresi 
linier berganda dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut :  
Y = 6,899 + 0,281X1+0,680X2 + 0,036X3+ e 
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Interpretasinya : 
1. Nilai konstanta bernilai 6,899. Nilai tersebut menyatakan bahwa apabila 
variabel independen (aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi 
keuangan daerah, sistem pengendalian intern) dianggap konstan, maka rata-
rata akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 6,899 satuan. 
2. Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan bernilai positif 
sebesar 0,281. Hal ini menyatakan bahwa apabila aksesibilitas laporan 
keuangan ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang 
lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,281.  
3. Koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah bernilai positif  
sebesar 0,680. Hal ini menyatakan bahwa apabila sistem akuntansi keuangan 
daerah ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain 
dianggap konstan, maka akan pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah akan bertambah  sebesar 0,680 satuan. 
4. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern bernilai positif sebesar 
0,036. Hal ini menyatakan bahwa apabila sistem pegendalian intern 
ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain 
dianggap konstan, maka akan pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah akan bertambah  sebesar 0,036 satuan. 
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4.2.5. Uji Hipotesis  
Uji  Hipotesis merupakan uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variance 
variabel dependen (Ghozali, 2016 :97). Cara pengukuranya adalah sebagai berikut 
:Jika t hitung < t tabel, maka Ho ditolak (tidak ada pengaruh). Berdasarkan dasar 
signifikansi, kriterianya adalah: Jika Signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak. Jika 
signifikansi < 0,05 maka Ho diterima.Berikut ini merupakan hasil uji hipotesis 
dengan SPSS: 
Tabel 4.15 
Uji Hipotesis 
                                                        Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.899 3.146  2.193 .034 
ALK .281 .143 .235 1.967 .056 
SAKD .680 .099 .682 6.847 .000 
SPI .036 .098 .042 .363 .718 
Sumber: data primer di olah 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.15 di atas diketahui bahwa pada variabel keadilan pajak 
diperoleh nilai thitung = 1.967 dan probabilitas sebesar 0,056 dengan menggunakan 
batas signifikansi 0,05 (á = 5%), didapat ttabel (2,021). Hal ini berarti 1.967< 2.021 
dan 0,056 > 0,05 artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 
aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah di OPD kabupaten Wonogiri. 
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Variabel sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh nilai thitung = 6.847 
dan probabilitas sebesar 0,000 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 (á = 
5%), didapat ttabel (2.021). Hal ini berarti 6.847>2,021 dan 0,000< 0,05 artinya H0 
ditolak dan H2 diterima, artinya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Wonogiri. 
Variabel sistem pengendalian intern diperoleh nilai thitung = 0.363 dan 
probabilitas sebesar 0,718 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 (á = 5%), 
didapat ttabel (2.021). Hal ini berarti 0,363<2,021 dan 0,718>0,05 artinya H0 
diterima dan H3 ditolak. Jadi artinya sistem pengendalian intern tidak berpengaruh 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Wonogiri. 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka pembuktian hipotesis dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah pada OPD di kabupaten Wonogiri 
Berdasarkan analisis regresi linier berganda untuk variabel aksesibilitas 
laporan keuangan mempunyai koefisien regresi  sebesar 1.967 Hal ini dibuktikan 
dengan uji statistik  1.967 < 2,021 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,056 > 
0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD 
kabupaten Wonogiri. 
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Alasannya berdasarkan fenomena yang terjadi di OPD wonogiri hanya ada 7 
OPD yang dapat mempublikasikan laporan keuangan yaitu dinas kesehatan, dinas 
sosial, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan, dinas 
perhubungan, satpol pp, dan BAPEDA. Karena OPD merupakan entitas 
akuntansi berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa entitas akuntansi hanya 
wajib menyusun laporan keuangan. Tapi publikasi laporan keuangan merupakan 
kewajiban entitas pelaporan, dan entitas pelaporan di wonogiri yaitu Pemkab 
Wonogiri. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azizah (2014) yang menyatakan 
bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
2. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah pada OPD di kabupaten Wonogiri 
 Berdasarkan analisis regresi linier berganda untuk Variabel sistem akuntansi 
keuangan daerah mempunyai koefisien regresi  sebesar 6.847 Hal ini dibuktikan 
dengan uji statistik  6.847 > 2,021 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 
0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD 
kabupaten Wonogiri. 
Adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dikarenakan sistem 
akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, 
peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam 
rangka pelaksanaan APBD di wonogiri sudah baik. Oleh sebab itu semakin bagus 
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penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik juga 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. 
Pernyataan ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden 
dengan  mayoritas setuju bahwa sistem akuntansi keuangan daerah  dapat 
mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Indra Kurnia (2013), Lily (2015), Asfiryati (2017),dan Superdi (2017) 
yang menyatakan bahwa sitem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keungan daerah. 
3. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah pada OPD di kabupaten Wonogiri 
Berdasarkan analisis regresi linier berganda untuk variabel sistem 
pengendalian intern mempunyai koefisien regresi  sebesar 0.363 Hal ini 
dibuktikan dengan uji statistik  0.363 < 2,021 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,718 > 0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern tidak 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD 
kabupaten Wonogiri. 
Hasil yang tidak signifikan dapat di lihat terkait pernyataan kuesioner nomor 
3, 4 dan 7 yang menyatakan bahwa dinas perhubungan di kabupaten wonogiri 
belum menerapkan adanya penentuan batas dan penentuan toleransi penilaian 
resiko, belum menerapkan pengendalian intern dan menejemen terhadap resiko. 
Serta belum ada sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab. Kemudian 
dapat dilihat lagi dari pernyataan nomor 6 pada dinas lingkungan hidup 
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kabupaten wonogiri yang belum menerapkan pemisahaan tugas yang memadai 
atau masih ada sistem rangkap jabatan.  
Hasil yang tidak signifikan juga dapat dilihat berdasarkan pernyataan 
kuesioner nomor 8 dan 9 terkait sistem akuntansi pada dinas lingkungan hidup di 
kabupaten wonogiri tidak berorientasi pada audit. Dan pemeriksaan secara rutin 
sudah di terapkan di sekertariat daerah. 
Hal ini menunjukan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan 
penilaian resiko atas suatu kegiatan pemerintah daerah. Jika suatu pengukuran 
resiko sertas sistem informasi manajemen resiko tidak dilaksanakan secara efektif 
maka pemerintah tidak dapat mengevaluasi resiko dalam suatu kegiatan yang 
telah dilaksanakan maupun kegiatan yang tidak terlaksana. 
Jika suatu OPD tidak meberikan penilaian resiko serta sistem manajemen 
resiko, dan sistem informasi serta pemantauan tidak dilaksanakan dengan baik 
atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas maka akan rentan terhadap 
tindak pidana korupsi maupun kecurangan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian mengenai aksesibilitas laporan keuangan, sistem 
akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengarauh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
3. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian  
1. Penelitian ini hanya dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah se-
Kabupaten Wonogiri. 
2. Keterbatasan dalam penggunaan variabel yang diteliti yaitu terbatas pada 
aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan 
sistem pengendalian intern.  
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5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan obyek lain yang 
mungkin dapat lebih berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang 
mungkin dapat lebih berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah 
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Lampiran 1 : Kuisoner Penelitian 
PENGARUH  AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, SISTEM 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,  DAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP 
  AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH 
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri) 
 
Kepada:  
Yth. Bapak/Ibu Responden 
Di tempat  
 
Dengan hormat,  
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan 
studi program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi 
Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, peneliti memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk memberikan informasi mengenai Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam 
kuesioner penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya untuk 
kepentingan akademik dan akan dirahasiakan.  
Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu 
yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.  
 
Hormat saya  
 
Melisha Nitasari FP 
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A. DATA RESPONDEN 
Nama Instansi    : 
Jabatan    : 
Nama Responden   : 
Tanggal Pengisian    : 
Jenis Kelamin    :  Laki – Laki    Perempuan 
 
Latar Belakang Pendidikan : 
 Ekonomi/ Akutansi 
Hukum 
Teknik 
Sosial 
Lainnya 
Pendidikan Terakhir : 
SLTA/Sederajat 
Diploma 
Strata 1 (Sarjana) 
Strata 2 (Master) 
Strata 3 (Doktor) 
 
B. Pernyataan mengenai Penerapan Aksesibilitas Laporan Keuangan, 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern 
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Mohon bantuan bapak/ ibu untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada 
dengan memberikan tanda checklist (√) untuk kuesioner dan pilih sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. Berikut merupakan petunjuk pengisian: 
 
Keterangan 
(STS) 
Sangat Tidak 
Setuju 
(TS) 
Tidak 
Setuju 
(N) 
Netral 
 
(S) 
Setuju 
 
(SS) 
Sangat Setuju 
 
Skor 1 2 3 4 5 
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Pernyataan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. 
Saya bekerja berdasarkan pedoman mengenai 
proses akuntansi yang telah ada. 
     
2. 
Pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum 
dan peraturan yang berlaku. 
     
3. 
Proses perencanaan, penyusunan dan 
pelaksanaan sudah dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan 
Masyarakat. 
     
4. 
Informasi yang dihasilkan dari laporan 
keuangan telah menggambarkan dengan jujur 
transaksi yang seharusnya terjadi. 
     
5. 
Proses pertanggungjawaban dilakukan secara 
terbuka,cepat dan tepat. 
     
6. 
Ketersediaan/ keterbukaan ruang akses yang 
memadai dapat membantu dalam 
pengambilan keputusan secara cepat, tepat 
dan akurat.  
     
7. 
Laporan keuangan yang disusun telah dapat 
dijadikan sebagai tolak ukur dalam 
penyusunan anggaran tahun berikutnya. 
     
8. 
Adanya proses monitoring kinerja dan 
evaluasi manajemen dalam organisasi. 
     
9. 
Penyajian laporan keuangan dapat digunakan 
sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja 
sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban. 
     
 
 
Pernyataan mengenai Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. 
Informasi dalam laporan keuangan disajikan 
dengan jujur dan dengan terbuka (tidak ada 
yang di tutupi)  
     
2. Menyajikan laporan keuangan secara lengkap       
3 Semua stakeholder (Masyarakat, pemerintah 
pusat, dan pihak yang berkepentigan) dapat 
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mengakses laporan keuangan. 
4. 
Kemudahaan akses laporan keuangan melalui 
media, surat kabar, radio, televise, dan 
website (internet). 
     
5. Informasi keuangan yang disajikan dapat 
dipahami oleh pengguna. 
     
6.  
Laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang lengkap mencakup semua informasi 
yang dibutuhkan guna pengambilan 
keputusan 
     
 
Pernyataan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Proses pencatatan transaksi keuangan 
berbasis akrual  
     
2. Laporan keuangan menyediakan informasi 
yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di 
masa lalu. 
     
3. Laporan realisasi anggaran sudah 
menggambarkan perbandingan antara 
pendapatan dan belanja dalam satu periode 
pelaporan. 
     
4. Laporan realisasi anggaran telah didukung 
dengan bukti-bukti sesuai ketentuan  
     
5. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan 
APBD telah sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan 
keuangan pemda dan laporan keuangan 
perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan 
bentuk pertanggungjawaban kepada publik. 
     
6. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) sudah sesuai permendagri no 
33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan 
APBD. 
     
7. Penerapan Sistem Akuntansi sudah sesuai 
dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) 
sesuai PP no 71 Tahun 2010. Tentang 
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Standart akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual. 
8. Informasi keuangan yang dihasilkan dapat 
diuji  
     
 
Pernyataan mengenai Sistem Pengendalian Intern (X3) 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
Lingkungan Pengendalian      
1. 
Instansi/Lembaga tempat saya bekerja telah 
menerapan kode etik secara tertulis. 
     
2. 
Pimpinan Instansi/Lembaga ditempat saya 
bekerja telah memberikan contoh dalam 
berperilaku mengikuti kode etik. 
     
Penilaian Resiko      
3. 
Ditempat saya bekerja telah menerapakan 
penentuan batas dan penentuan Toleransi 
     
4. 
Ditempat saya bekerja telah menerapkan 
pengendalian intern dan menejemen terhadap 
resiko. 
     
Kegiatan Pengendalian      
5. 
Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya 
bekerja telah didukung dengan otorisasi dari 
pihak yang berwenang. 
     
6. 
Ditempat saya bekerja telah menerapkan 
pemisahan tugas yang memadai. 
     
Informasi dan Komunikasi      
7. 
Ditempat saya bekerja telah menerapkan 
sistem informasi untuk melaksanakan 
tanggungjawab. 
     
8. 
Ditempat saya bekerja telah melaksanakan 
sistem akuntansi yang memungkinkan audit. 
     
Pemantauan      
9. 
Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan 
melakukan pemeriksaan mendadak terhadap 
catatan akuntansi. 
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Lampiran 2 : Data Penelitian 
1. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) 
NO ALK 1 ALK 2 ALK 3 ALK 4 ALK 5 ALK 6 SKOR 
1 4 4 3 3 4 3 21 
2 4 4 3 3 4 3 21 
3 4 5 5 5 4 4 27 
4 3 3 3 3 3 3 18 
5 4 5 3 3 4 5 24 
6 5 5 5 4 4 5 28 
7 4 4 4 4 4 4 24 
8 4 4 4 4 4 4 24 
9 4 4 4 4 4 4 24 
10 4 4 4 4 4 4 24 
11 4 4 4 4 4 4 24 
12 4 4 4 4 4 4 24 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 4 5 4 4 4 4 25 
15 5 5 4 3 4 4 25 
16 4 4 4 3 4 4 23 
17 5 4 5 3 4 4 25 
18 5 5 4 4 4 4 26 
19 5 5 4 4 4 4 26 
20 5 5 4 4 4 4 26 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 4 4 3 4 4 4 23 
23 5 4 4 4 4 5 26 
24 5 4 4 4 4 5 26 
25 4 4 4 4 4 4 24 
26 4 4 3 3 4 4 22 
27 5 5 5 4 5 5 29 
28 4 5 2 4 5 5 25 
29 4 2 4 2 4 4 20 
30 3 4 4 2 4 4 21 
31 5 5 5 4 4 5 28 
32 3 3 3 4 4 4 21 
33 4 4 3 2 4 4 21 
34 3 4 4 3 4 4 22 
35 3 4 4 3 4 4 22 
36 5 4 4 5 5 4 27 
37 5 5 5 5 5 5 30 
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38 5 4 4 4 4 4 25 
39 4 5 5 4 4 4 26 
40 4 4 4 3 4 4 23 
41 4 4 4 3 4 4 23 
42 5 4 3 2 5 4 23 
43 4 4 3 3 4 4 22 
 
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) 
NO 
SAKD 
1 
SAKD 
2 
SAKD 
3 
SAKD 
4 
SAKD 
5 
SAKD 
6 
SAKD 
7 
SAKD 
8 SKOR 
1 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 29 
5 4 4 3 5 4 4 4 4 32 
6 4 4 4 5 5 4 5 5 36 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
9 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
10 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
14 5 4 4 4 4 5 5 4 35 
15 4 4 4 5 4 3 3 4 31 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
17 4 5 4 5 5 4 4 5 36 
18 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
21 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 4 4 4 5 5 5 5 5 37 
24 4 4 4 5 5 5 5 5 37 
25 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
26 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
28 4 4 5 5 4 4 4 4 34 
29 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
30 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
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3. Sistem Pengendalian Intern (X3 
NO 
SPI 
1 
SPI 
2 
SPI 
3 
SPI 
4 
SPI 
5 
SPI 
6 
SPI 
7 
SPI 
8 
SPI 
9 SKOR 
1 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31 
2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
4 4 3 2 2 4 3 2 3 3 26 
5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30 
6 3 4 3 4 4 4 4 5 4 35 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
9 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31 
10 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
13 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
15 3 4 3 3 3 4 4 4 5 33 
16 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31 
17 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 
18 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
19 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
20 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
21 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
33 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
36 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
37 5 5 5 5 4 4 4 5 37 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
39 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
41 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
42 5 4 4 4 3 4 4 4 32 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
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24 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
26 4 4 3 3 5 2 3 2 3 29 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
29 3 4 3 4 4 4 4 4 2 32 
30 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33 
31 4 4 5 4 5 4 4 5 5 40 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
36 5 5 4 4 5 5 5 4 5 42 
37 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
39 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
42 3 4 3 4 5 4 4 4 4 35 
43 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 
 
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 
NO 
AK 
1 
AK 
2 
AK 
3 
AK 
4 
AK 
5 
AK 
6 
AK 
7 
AK 
8 
AK 
9 SKOR 
1 5 5 5 4 4 4 5 4 4 40 
2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 
3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
6 4 5 5 4 4 4 5 5 5 41 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
9 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
10 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
13 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
14 4 5 5 4 4 4 4 4 5 39 
15 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
16 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 
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17 4 5 4 5 4 4 5 4 5 40 
18 5 4 5 5 5 4 4 4 4 40 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
21 4 4 4 4 5 4 4 5 4 38 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
23 5 5 4 5 4 5 4 4 5 41 
24 5 5 4 5 4 5 4 4 5 41 
25 4 4 4 4 5 5 5 4 4 39 
26 3 3 4 4 3 3 4 2 2 28 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
29 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
31 5 5 5 5 4 5 4 4 5 42 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
33 5 5 4 5 4 3 4 3 4 37 
34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
36 5 5 4 5 4 5 5 5 4 42 
37 5 5 5 5 4 4 4 5 5 42 
38 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
39 5 5 4 4 5 5 4 4 4 40 
40 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
42 4 4 3 4 4 5 5 4 4 37 
43 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
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Lampiran 3 : Deskriptif Statistik 
 
Lampiran 4 : Deskripsi Responden 
JENIS KELAMIN 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid LAKI-LAKI 20 46.5 46.5 46.5 
PEREMPUAN 23 53.5 53.5 100.0 
Total 43 100.0 100.0  
 
JABATAN 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KEPALA DINAS 21 48.8 48.8 48.8 
BAGIAN 
KEUANGAN 
22 51.2 51.2 100.0 
Total 43 100.0 100.0  
 
PENDIDIKAN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SLTA 1 2.3 2.3 2.3 
DIPLOMA 3 7.0 7.0 9.3 
S1 17 39.5 39.5 48.8 
S2 20 46.5 46.5 95.3 
S3 2 4.7 4.7 100.0 
Total 43 100.0 100.0  
Descriptive Statistics 
 N Range Min Max Sum Mean 
Std. 
Deviation Variance 
JML ALK 43 12 18 30 1036 24.09 2.477 6.134 
JML SAKD 43 11 29 40 1441 33.51 2.979 8.875 
JML SPI 43 19 26 45 1512 35.16 3.532 12.473 
JML AK 43 17 28 45 1622 37.72 2.971 8.825 
Valid N 
(listwise) 43        
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Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas 
1. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ALK 1 19.88 4.200 .583 .385 .697 
ALK 2 19.88 4.200 .583 .356 .697 
ALK 3 20.21 4.360 .442 .283 .740 
ALK 4 20.51 4.018 .501 .275 .726 
ALK 5 20.00 5.333 .394 .316 .750 
ALK 6 19.98 4.690 .554 .366 .712 
 
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
SAKD 1 29.30 7.597 .413 .476 .902 
SAKD 2 29.51 6.542 .677 .580 .879 
SAKD 3 29.40 6.816 .696 .576 .876 
SAKD 4 29.16 6.901 .687 .713 .877 
SAKD 5 29.30 7.073 .639 .708 .882 
SAKD 6 29.33 6.749 .722 .851 .874 
SAKD 7 29.33 6.796 .701 .838 .876 
SAKD 8 29.26 6.719 .857 .819 .863 
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3. Sistem Pengendalian Intern (X3) 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
SPI 1 31.28 10.587 .505 .619 .859 
SPI 2 31.16 9.901 .616 .514 .849 
SPI 3 31.44 8.919 .839 .837 .824 
SPI 4 31.37 9.334 .828 .863 .828 
SPI 5 31.14 11.123 .281 .376 .879 
SPI 6 31.21 10.598 .597 .670 .852 
SPI 7 31.23 9.754 .778 .825 .835 
SPI 8 31.16 10.187 .586 .669 .852 
SPI 9 31.30 9.787 .459 .358 .871 
 
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
AK 1 33.44 6.776 .685 .686 .791 
AK 2 33.30 6.740 .632 .649 .797 
AK 3 33.53 7.398 .433 .334 .820 
AK 4 33.58 7.154 .510 .445 .812 
AK 5 33.60 7.911 .346 .286 .827 
AK 6 33.58 7.106 .529 .461 .810 
AK 7 33.53 7.636 .397 .380 .823 
AK 8 33.65 6.947 .541 .555 .808 
AK 9 33.53 6.445 .682 .663 .790 
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Lampiran 6 : Hasil Uji Reabilitas 
1. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
.757 .768 6 
 
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
.893 .894 8 
 
3. Sistem Pengendalian Intern (X3) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
.865 .871 9 
 
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
.827 .822 9 
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Lampiran 7 :  Hasil Uji Normalitas  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardiz
ed Residual 
N 43 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
1.55797512 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .101 
Positive .094 
Negative -.101 
Test Statistic .101 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Lampiran 8 : Hasil Uji Multikolineritas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6.899 3.146  2.193 .034   
ALK .281 .143 .235 1.967 .056 .496 2.017 
SAKD .680 .099 .682 6.847 .000 .711 1.407 
SPI .036 .098 .042 .363 .718 .516 1.939 
a. Dependent Variable: AK 
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Lampiran 9 : Hasil Uji Heterokedastisitas  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6.024 1.942  3.102 .004   
 ALK .099 .088 .231 1.126 .267 .496 2.017 
SAKD -.120 .061 -.335 -1.951 .058 .711 1.407 
  SPI -.093 .061 -.310 -1.539 .132 .516 1.939 
a. Dependent Variable: RES1 
 
Lampiran 10 : Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 268.705 3 89.568 34.265 .000
b
 
Residual 101.946 39 2.614   
Total 370.651 42    
a. Dependent Variable: JML AK 
b. Predictors: (Constant), JML SPI, JML SAKD, JML ALK 
 
Lampiran 11 : Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted R
2 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .851
a
 .725 .704 1.617 
a. Predictors: (Constant), JML SPI, JML SAKD, JML ALK 
b. Dependent Variable: JML AK 
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Lampiran 12 : Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6.899 3.146  2.193 .034   
ALK .281 .143 .235 1.967 .056 .496 2.017 
SAKD .680 .099 .682 6.847 .000 .711 1.407 
SPI .036 .098 .042 .363 .718 .516 1.939 
a. Dependent Variable: AK 
 
Lampiran 13 : Hasil Uji Hipotesis 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6.899 3.146  2.193 .034   
ALK .281 .143 .235 1.967 .056 .496 2.017 
SAKD .680 .099 .682 6.847 .000 .711 1.407 
SPI .036 .098 .042 .363 .718 .516 1.939 
a. Dependent Variable: AK 
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Lampiran 14 : Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 15 : Foto Responden 
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